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LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il SUKOHARJO

NOMOR :

6 TAHUN 1991 SERI p NO. 2

—————

e S —————

—_—

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 29 TAHUN 1990

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN, 'KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DPRD KABUPATEN DATI II SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang

$ @ bahwa‘L dengan telah ditetapkannya Per-

aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD,
maka Peraturan Daerah Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Sukohargjo Nomor 5 Tahun
1988 yang dirubah pertama dengan Perdg
Nomor 18 Tahun 1990 sudah tidak sesual

Tagi;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut

: diatas, perlu menetapkan dan mengatur
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Mengingat

. Undang-undang Nomor 13 Tahun qq

|

kembal i tentang kedudukan Kr‘“"r
Ketua, Wakil Ketua dan Anggoty me;”‘;‘ﬂ
dalam Peraturan Daerah. g

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ten

' tang Pokok-pokok Pemerintahan qj Dac.

rah;

5
tentang  Pembentukan Daerah_daer,a;

Kabupaten dalam Lingkungan Propiy.
Jawa Tengah;

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tep,_

tang Pokok-pokok Kepegawaian;

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahyp

1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-
jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelak-
sanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor |

Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusun

ar} Peraturan Tata Tertib Dewan Perwa-
kilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwé.kilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.
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MEMUTUSEKAN

Jenetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT

IT SUKOHARJO TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

a.

. Uang kehormatan ialah tunjan

. Tunjangan komisi ialah,

Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Tingkat II
Sukohar jo; '

DPRD Tingkat II ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Sukohar jos;

Pimpinan DPRD ialah Ketua dan Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

. Anggota DPRD ialah mereka yang diresmikan keanggota-

annya dan telah mengangkat sumpah/ janji ?erdasarkan
peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

i ] tunjan yang diberikan
gzggd;t eK};;rfuT %tﬁstxn;giihnpno getﬁ pulan sehubungan
degan kedudukannya;
gan jabatan yang diberi-
kan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan sehubungan
dengan jabatannya s
tunjangan yang diberikan

setiap bulan kepada ketua,Wakil Ketua dan Sekretaris

Komisi ;
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' ; ‘ iberikan kepada Pimny;
h. Uang Paket ialah uang yang dibe P MR nay,

dan Anggota DPRD untuk setiap hari menghadiri rgp,,
fapat DPRD yang sah termasuk uang uang rapat, y,,
pengangkutan lokal di dalam kota dan uang makan;

i. Dana penunjang ijalah, dana yang disediakan Untu
menunjang kegiatan DPRD:

j. Tunjangan Purna Bhakti ialah, tunjangan yang diber;._
kan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD+ stelah akhjy
masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atg),
meninggal dunia.

Pasal 2‘

(1) Tanggal mulai memangku jabatan Pimpinan dan Anggotg
DPRD ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atay
mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Pimpi-
nan dan Anggota DPRD.

(2) Saat berhenti memangku jabatan Pimpinan dan Anggota
DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, di-
berhentikan atau meninggal dunia.
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RAR 17

f SRUKTUR BIAYA KETyA,
g WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

IR TR

uang Representasgi

Pasal 3

e ———

(1) Besarnya Uang Representasi ditetapkan bagi :

: a. Ketua Rp. 210.000,-/bulan/orang.
’ b. Wakil Ketua Rp. 180.000,-/bulan/orang.
c. Anggota Rp. 100.000,-/bulan/orang.

——

(2) Selain Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) Pasal ini, Pimpinan dan Anggota DPRD di-
berikan tunjangan Keluarga dan tunjangan lainnya
menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

;
{ .
!
g
i
&
&

Bagian Kedua

Uang Kehormatan

Pasal 4

Besarnya Uang kehormatan ditetépkan bagi :
Rp. 200.000,-/bulan/orang.

a. Ketua
Rp. 175.000,-/bulan/orang

b. Wakil Ketua
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Bagian Ketiga
Tun jangan Komisi
Pasal 5
al ditetapkan bagi
Rp. 25.000,-/bulan/op,,,
Rp . 20.000,_/bu]an/oran;:
Rp. 15.000,—/bu1an/orang_

Bosarnya tun jangan Komi
n. Ketua Komisd
., Waki) Ketua Komisl

o. Sekretaris Komisl

Bagian Keempat
Uang Paket
Pasal 6
Besarnya Uang Paket "bagi Pimpinan dan Anggota DPRp
adalah sebesar Rp. 100.000,-/bulan/orang.
Bagian Kelima

Biaya Perjalan Dinas

Pasal 7

(1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan
perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas.

(2) Besarnya biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan biaya Pper-
Jalanan dinas yang berlaku Peawai Negeri Sipil golng
an III PGPS Tahun 1968.

(3) Ketentuan administrasi dan besarnya biaya perjalan-
an dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini,
di sesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagl
Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Kabupaten.
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b

E

’-_I
{

7

peninjauan dalam Wilayap

(4) giberikan biaya per ja [buikost

Ef‘h]l,)” { 01

anan dinge Fidak
‘i Pimpinan DpP .

;) Bagl Pimpinan DPRD yang kqpe..

(5 pilld"h ke Ihukota ')"”pi”’*i/lh I-l"h?”:lmw,, harus
0 7 ) ) ; - ’ ’, r,l-” ' J“ ' . - -
Khusus .I l,)l.lk()l(.rl /'K,nmp;, ten /Kot e ol r[,'1 Mewa / Daer
gaal diber h('m.l kan dengan horma ¢ a ~"m A pada
diberikan perjalanan pindap yang 'h(' Pl Jabatanny,

‘ 5 3

kan dengan ketentuan yang SArnya disesy; |

h("l"]‘]i;” b ;
il . . - L% J:" e v
Negeri Sipil dan yang bep laku di Katburpe rf’,:rll Pegaws i

Bagian Keenam

Biaya Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 8

(1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai
Negeri beserta keluarganya, diberikan bantuan beru-
pa penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan
perawatann Dokter sesuai dengan ketentuan yang
berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-
bukti yang sah atas beban Pemerintah Daerah.

(2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pe-
gawai Negeri Sipil beserts keluarganya,biaya peme-
riksaan, pengobatan dan pemeriksaan Dokter berlaku
ketentuan sebagaimana terhadap- Pegawai Negeri
yakni atas beban PERUM HUSADA BHAKTI.

Pasal 9
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan

bantuan biaya pemeliharaan kesehatan yang besarnya
adalah Rp. 25.000,-/bulan/orang.
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1"'\“,7\] 10

(1) Apabila ada Pimpinan dan ;mﬁqm p 'IH‘!H!' . iirey,
qunin. kepada ahli  warisnya t'l_l'h‘”V”‘fifln "'In,j;”m_:ll
kemmat ian sebanvak 3 (tiga) kali 1_ \ng Represen; lf>i"
dan  apabila meninggal dunia didalam menjalany,,
tugas, diberikan tunjangan kematian  sebanygy, 8
(enam) kali Uang Representasi.

(2) Biava pengangkutan Jenazah Anggota UPHI) ke temp,,
kediaman semila sampai ketempat pemakaman, men jad;
beban Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan
Rumah Jabatan

Pasal 11

(1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah
jabatan termasuk inventaris, biaya pemeliharaan

term asuk biaya pemakaian air/listrik, telepon dan
gas. '

Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti
dari jabatnnya, maka rumah jabatan termasuk barang-
barang inventaris hafus dikembalikan dalam keadaan

baik kemada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban |
dari Pemerintah Daerah. -

(3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah

Jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan

pemeliharaannya yang besarnya disesuaikan dengan |
standart masing-masing Daerah.
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Haginn Kl'!;(amh ilan
Sarana  Mobi itan

Pasal 12

’ 'i‘ -!-"§>4.‘

sada pimpinan DPRD selama memangie, jabatan
=) B i . o o M & P . % €al |
Ke :1 sebuah kendaraan dinas sesuai dengan e ——
::']uqngﬂﬂ Daerah dan ketentuan yang Ber|aj, -
(f" { -~ bl \ ¢

Bagian Kesepuluh

Pakaian Dinas
Pasal 13

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan paka,
an dinas berikut atributnya berupa :

.~ _ PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali sectahun.
- PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun.

- PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5
(l1ima) tahun.

Bagian Kesebelas

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN
DANA PENUNJANG

Pasal 14

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan ke-
Sejahteraan sebesar Rp. 122.500,- (seratus du puluh
dua ribu lima ratus rupiah)/bulan/orang.

172

Scanned with CamScanner



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

|

‘ ‘ DPRD dapat disedj
k menunjang kegiatan Japs iakap
l[igﬁtljn jang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD, dan,

iang dimaksud ayat (2) p
Besarnya dana penunjang : ) Pasa)
adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta i
pertahun.

nj
mpia_h)

Perubahan plafon tersebut ayat (3) Pasal ipj 4
tetapkan herdasarkan keputusan Pimpinan DPRpD at .
persetujuan Bupati Kepala Daerah sesuai peq

dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

BAB III

TUNJANGAN PURNA BHAKTI
Pasal 15

Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa
Bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau
meninggal dunia, diberikan tunjangan purna bhakti
sesual dengan masa bhaktinya.

Tunjangan Purna Bhakti dibiayayai APBD dan dikelola
Yayasan Purna Bhakti.

Ketentuan mengenai tunjangan Purna Bhakti sebagai-

mana d@ma.ksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini
akan diatur tersendiri dengan Permendagri.

KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 16

Il;impinz}n dan Anggota DPRD yang berstatus sebagal
cgawal Negeri, harus memilih salah satu antara
8aJl yang diterimanya sebagai Pegawai Negeri atau

gigg Representasi dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah
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Coapila Yang bersangk

]‘ i\p“ori

')‘ "q -3 r

( Nlc Jtasi maka kepn.da.nyn dit
S'.

3 ;l!] rn(.‘ ' "
sedangkan Jumlahnyg “‘h?; l ;l;, Rafi
) ; 1 ¢ arj - PR

l\« v o I
qai 2T ikay ML Rorms
- 'E‘S(“n 1;881 d ) }: . A cil) E f‘lﬂl}' o ]_)l_ i
Uang Rep1 engan Ba jinyg than 1 fn
:1a  yang bersangkut: o
) & pabl dangkan j SEtan  memiy gaji
() Negeri sedang Jumlahnya  samq ar, BAI1 Pegay,,
dari Uang Representasi, maka, h«.x_m lebih hegg
.8 A CL dn - : ) L
gaJl: Ya  menerimg
BAB Vv

KETENTUAN PERAL] HAN

Pasal 17

(1) Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentang tunjangan Purna Bhakti bagi
semua Anggota DPRD, maka kepada semua Anggota DPRD
pada saat berakhir masa jabatannya atau diberhenti-
kan dengan hormat atau meninggal dunia diverikan
UangPenghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bagi Anggota DPRD yang masa Bhaktinya 6 (enam)
bulan, diberikan Uang Penghargaan 1 (satu) kali
Uang Representasi;

. Bagi Anggota DPRD yang masa Bhaktinya belum

mencapai 6 (enam) bulan, dihitung 6 (enam) bulan
penuh

C. Uang Penghargaan diberikan setinggi—tingginya 6
(enam) kali Uang Representasi.

h q Uan
2) Dalam hal Anggota DPRD meninggal e Tﬁa Paz‘ﬁ
?enghargaan n sebagaimana dim,akSUd ai‘g sah.
Ini diberikan kepada ahli warisnyd s

—
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pAB VI
KETENTUAN PENUTUP

pasal 18

ruran Daerah ini, maka pe,

"a . atyp,
Dengan berlakunya Per ‘' Tingkat II Sukoharjo 1ty

Sllpy,

' : Nomg, .

-rah Kabupaten Daer ’ o |
%)‘ggun 1988 tentang Kedudukan Keuangan Ketua oL

; aki)
, ota Dewan Perwakilan Rakyat Daerap g,
hg?eli Sa?raﬁn%%ngkat [I Sukoharjo yang dirubah pert;;;
Eali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingyy,
11 Sukoharjo Nomor 18 Tahm 1983 tentingDeKedudukan Key.
angan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota bewan Peryay;),

Rakyat Daerah Kabupaten Dae_ra.h Tingkat II Suk Ohar_jo,
dinyatakan tidak berlaku lagl.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diugare
kan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, marerintah-
kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan

nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukohar jo. : '

Sukoharjo, 29 Desember 199

e —————————

DEWAN PERWAKTIAN RAKYAT DAFRAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO SUKOHARJO
KETUA
ke ttd

- DIOKO WALUJO, BA Drs. SETYAWAN SADONO
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DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

 An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH. TINGKAT |
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd

SARDJITO, SH
NIP. 500 034 373

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukohar jo
Nomor : 6 Tanggal 25 Maret 1991 Seri D No. 2

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
ttd

- Drs. SOETJIPTO
NIP. 500031518

’ ‘1i5 a
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